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Bab_l
Pendahuluan

1.1 Latar Beinkang.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pem bangunan Zona 
Integritas (ZI) m enuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
B ersih  d an  M elayani, S a tu a n  K erja p ad a  P en g ad ilan  Negeri S ibolga 
berkomitmen uTrtu'kierus menertrs metektfkan perbaikan berkelanjutari daiam 
rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu am anah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 
2012 ten tang  S trategi Nasional Pencegahan dan  Pem beran tasan  Korupsi 
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 
serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 
Dan W ilayah B iro k ras i B ersih  Dan M elayani Di L ingkungan  In s ta n s i  
Pemerintah. Salah satu  wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya 
indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan 
yang bersih dan melayam.

P en g ad ilan  m eru p a k an  s a tu a n  k e rja  yang  m e la k sa n a k a n  p e ra n  dan  
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang 
cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi 
lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi 
bersih melayani, perlu memperoleh m asukan dari m asyarakat m enyangkut 
pelayanan di lingkungannya.

Zi merraju wfeyah bebas dari korupsi dan  wdayah birctkrarsi bersih melayarri 
menitikberatkan pada Integritas penyelenggara daiam memberikan pelayanan 
kepada m asyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai 
diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penam bahan 
biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada 
pengad ilan  ini ad a lah  sebagai referensi pengam bilan  k eb ijakan  u n tu k  
mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah 
tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas 
dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



1.3 Landasan Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara 
yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun  2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pem bangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f. Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 ten tang  
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang 
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g. P era tu ran  Presiden Republik Indonesia Nomor 2 T ahun 2015 ten tang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja.

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan 
yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan 
yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.



BAB I

PENDAHULUAN

1 . 1 . Latar Bela ka ng

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona 

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani, Satuan Keija pada Pengadilan Negeri Sibolga 

berkomitmen untuk  terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu am anah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 

2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integntas Menuju WTIayah Bebas 

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan 

disii&unnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi saJab satu 

parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan m erupakan satuan keija yang m elaksanakan peran dan 

penvelenggaraan fungsi pelavanan strategis serta mengelola sumber daya 

yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk 

menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah 

birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh m asukan dari m asyarakat 

menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih 

melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara 

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap
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dan kemungkinan penam bahan biaya diluar tarif resmi yang telah 

ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi 

pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk 

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi 

adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas 

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara 

yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun  2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

ej Pera-turan Ment-eri Peodayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka 

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.



Jendral Badan Peradilan Umumh) Direktorat

No. 1365/DJU /SK/HM .02.3/5/2021

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum m elaksanakan survei persepsi korupsi beberapa 

persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara 

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang 

dimilikinys

- Penyiapan Bahan

a. Kuesioner.

b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jum lah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpuian Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan 

di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang m endapatkan 

penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya 

dikumpulkan di tem pat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

-  Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian 

dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, pendidikan dan 

pekeijaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.
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METODOLOGI

•  £  •  .tYSoC*. vr% £X^ j f  v c H T I I v I h I I

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan un tuk  mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa m em buat perbandingan, atau  menghubungkan dengan 

variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan 

menggunakan angka-angka un tuk  menggambarkan karakteristik individu 

atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2 .2 . Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah m asyarakat yang menggunakan 

layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sibolga. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.

2.3 . Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tem pat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutam a dalam menangkap kejadian atau peristiwa vang sebenarnya 

terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang 

akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sibolga.

Unit analisis adalah sesuatu vane berkaitan dengan fokus m asalah yang 

diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan 

Negeri Sibolga.
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2.4 . Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang 

dikumpulkan melalui instrum en kuesioner yang disi tanpa wawancara 

tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. 

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali 

dengan pelatihan.

Keija petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Sibolga). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek keija 

petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan 

dan mengu-m-p-u-lkan kuesioner, m eneliti kuesioner, serta sek&Ligus 

memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh 

petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2 . 5 .  T e k n ik  A n a l i s i s  D a t a

Analisis data un tuk  m enentukan indeks korupsi menggunakan teknik 

statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala 

penilaian antara 1 - 4 .  Dimana nilai 1 m erupakan skor persepsi paling 

rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan 

mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar 

diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi m asyarakat 

a tas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis 

perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan 

earn sebagai b e rik u t:

Pertam a, m enentukan bobot total dari masing-masing indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini. K edua, mencari bobot rata-rata  setiap 

mdikator.

S k a la  in d e k s  tia p  u n s u r  b e rk is a r  a n ta r a  1 - 4  y a n g  k e m u d ia n  

dikonversikan ke angka 0-100.
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Skaia indeks persepsi kurupsi an tara  1 - 4  yang artinya rrrendekati nilai 4 

maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2 .6 . Tahapan pelaksanaan

Scbeium trm melakttkan scrrvei iapangan, dilaVakan 

agar instrum en yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas 

lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini 

dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

TABBL 1

ALUR PENYUSUNANSURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
MENUJU

Z O N A  IN T E G R IT A S
P E N  G A D  I L A N  N E G E R I  S I B O L G A  K E L A S  II

^  0631-21572 y WWW pn-sibolfla.go.id 4̂  pnsibolga@gmail.com
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BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 . Profll respondent
JUMLAH 49  RESPONDEN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 37 ORANG 

PEREMPUAN . 12 ORANG

PENDIDIKAN T id ak . Belum  Sekolah : 0  Q R 8 D iplom a 2  : 0  ORG

SD : 1 ORG Diplom a 3 : 0 ORG

S M P :1  ORG S1 : 22 ORG

SMU : 19 ORG S 2  e OR G

D iplom a 1 : 0 ORG S 3  0 ORG

PEKERJAAN PN S : 14 ORG SWASTA e  ORG

TNI : 0 ORG WIRAUSAHA . 4  ORG

POLRI : 2  ORG 

LAINNYA : 18 ORG

TENAGA KONTRAK : 5 ORG

3-. l  l  Tingkat pendidikan rejspcmde.n

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa 

dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Keija 

pada Pengadilan Negeri Sibolga mayoritas memiliki latar pendidikan 

Strata 1 (SI).

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO PENDIDIKAN FREKUENSI

1 TIDAK /  BELUM SEKOLAH 0 Orang

2 SEKOLAH DASAR ( SD ) 1 Orang

3 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) 1 Orang

4 SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) 19 Orang

5 DIPLOMA I 0 Orang

6 DIPLOMA II 0 Orang
--------1

7 DIPLOMA III 0 Orang
--------1

8 STRATA I ( SI ) 22 Orang

STRATA H \ S2 ) 6 O rang

10 STRATA III ( S3 ) 0 Orang

JUMLAH 49 Orang
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3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, m enunjukkan mayoritas 

pekerjaan responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri 

Sibolga memiliki pekerjaan sebagai LAINYA.

Tabel 5.

Jen is pekerjaan responden

NO PEKERJAAN FREKUENSI

1 PNS 14 ORANG

2 TNI 0 ORANG

3 POLRI 2 ORANG

4 SWASTA 6 ORANG

5 WIRAUSAHA 4 ORANG

6 TENAGA KONTRAK 5 ORANG

7 LAINNYA 18 ORANG

JUMLAH 49 ORANG

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkum pul selama survei, diperoleh data bahwa 

berdasar dornifesi, Tesporrden berasai dari Surnatera Utara.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan 

Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan kelompok usia, 

m enunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam 

kelompok usia produktif yaitu pada usia an tara 29  s /d  39 tahun.
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Tabel 8.
Jen is layanan yang dipergunakan responden

fr» 1: T'/g-i ' . u r - r . - '-  2 ; -  J t-:r .c'-.'i-e'' ' Data Umur Responded ;  ̂ v : ■ "

Oeskripsi Jumlah t Drang ) % | Persen )

18 - 28 Td 11 22.45

23 - 39 Td 17 34.es

40 - 43 Tn 14 28.57

50 - 59 Td 7 14.29

CO ©9 Tn 0 0.00

Total 49

3.2 . Indeks persepsi korupsi per indikator

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00 %
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

3.2.1. mdrkacur Marripiiiasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Manipulasi Peraturan ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sibolga 

bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2. Indikator Penvalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Penyalahgunaan Jabatan  ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 . 

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sibolga 

bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.



3.2.3. Indikator Meniual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Menjual Pengaruh ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks d&pat diartik&n bakwa kinerja Satuan Ketja pada Pengadiian 

Negeri Sibolga dalam Menjual Pengaruh.

3.2.4. Indikator Transaksi biava

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden

pada indikator Transaksi Biaya ini m enunjukkan hasil pada index 

4,00.

Indeks dapat cfiartikan bahwa Mneija Satuan Reija pada PengadiTan 

Negeri Sibolga Selalu Mudah Mendapat Infomasi Tentang 

Tarif/Biaya.

3.2.5. Indikator Biava Tambahan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya 

Tambahan ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan 

Negeri Sibolga Selalu Membayar Sesuai Tarif.

3.2.6. Indikator riadia'n

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Hadiah ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan 

Negeri Sibolga Tidak Pem ah Menerima Hadiah Dalam Layanan.

3.2.7. Indikator Transparansi Biava

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Transparansi Biaya ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kineija Satuan Kerja pada Pengadilan 

Negeri sibolga Selalu Menerima Bukti Transaksi
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Keuangan /  Pembayaran.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikat-or Percal-san Pembay&r&n i-n-i m enunjukkan hasil pada index 

4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan 

Negeri Sibolga Tidak Ada Pratek Pencaloan

3-2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Perbuatan Curang ini m enunjukkan hasil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kineija Satuan Kerja pada Pengadilan 

Negeri Sibolga bersih dari Perbuatan Curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator 

Transaksi Rahasia ini m enunjukkan basil pada index 4,00 .

Indeks dapat diartikan bahwa kineija Satuan Keija pada 

Pengadilan Negeri Sibolga Bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3 . Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, m aka diperoleh Indeks Persepsi 

Kortrpsi Pmgadtlan Negeri Sibolga 4 .0 0  sebesar 3r©0%.
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NO JAWABAN NILAI

1 MANIPULASI PERATURAN 40

2 PE NY ALAI 1GUNAAN JABATAN 40

3 MENJUAL PENGARUH 40

4 TRANSAKSI BLAYA 40

5 B1AYA TAMBAHAN 40

6 IIADIAH 40

7 TRANSPARANSI BIAYA 40

8 PERCALOAN 40

9 PERBUATAN CURANG 40

10 TRANSAKSI RAHASIA 40

Indeks 4 .00  tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah 

ini, maka skor indeks tersebut m asuk pada persepsi kinerja unit 

pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks 

Persepsi Korupsi berada pada angka 100%.

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja 
pada Pengadilan Negeri Sibolga

NILAI
PERSEPSI___ __________

NILAI
INTERVAL

NILAI INTERVAL 
KONVERSI IPK

MUTU
■.. ... -....  - ............................................

KINERJA

1 1 .0 0 -  1.75 25  - 43 .75 1
Tidak bersih 
dari korupsi

2 1 .7 6 - 6 2 .5 0 4 3 .7 6 - 6 2 .5 0 2
Kurang bersih 
dari korupsi

3 2.51 - 3 .2 5
................... ......... ■.......

62 .51  -  8 1 .2 5 3
Cukup bersih 
dari korupsi

4 3 .2 6 - 4 .0 0 8 1 .2 6 -  100.00 4
Bersih dari 
korupsi
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3.4 . Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada 

pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang 

dilakukan ini juga menjaring m asukan dari responden berkaitan dengan 

upaya un tuk  meningkatkan pelayanan dan memimmalisir celah Korupsi di 

Satuan Keija pada Pengadilan Negeri Sibolga

Adapun m asukan dari responden adalah sebagai b e rik u t:

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja

pada pengadilan

No
M asukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja 
pada pengadilan

BAIK /  MEMUASKAN /  MANTAP /  RAMAH /  UNTUK TETAP 

DIPERTAHANKAN /  PELAYANAN BAGUS /  PELAYANAN TIDAK 

DIPUNGUT BIAYA DAN DIPANDU DAL AM PROSES PERKARA 

SECARA ONLINE /

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang 

dilakukan ini juga menjaring 3 Unsur Terendah dan 3 Unsur Tertinggi dari 

responden berkaitan dengan upaya un tuk  meningkatkan pelayanan dan 

meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri 

Sibolga

Adapun Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Sibolga pada 

TnwuTan T ( Jan u an  - Maret ) tahun  2024 adalah mencapai nilai 4.00 f  

100% yang m erupakan nilai Maksimal sehingga seluruh unsur memenuhi 

nilai Unsur Tertinggi dan Unsur Terendah dengan nilai yang sama.
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BAB IV 

PENUTUP

4 ,1  Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Sibolga diperoleh informasi bahwa pada pengadilan 

Negeri Sibolga memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4 .0 0  atau m asuk pada 

kategori BERSIH DARI KORUPSI.

4 ,-A ,  ^  ■ ! . . I X UL t "g• m JSL O XTi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap 

pelayanan di Satuan Keija Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2024 un tuk  

Periode Triwulan I tersebut di atas, m enunjukkan bahwa mayoritas 

indikator memiliki indeks 4 .0 0  atau m asuk pada persepsi Bersih Korupsi.
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LAMPIRAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI 

KORUPSI (SPAK) PADA APLIKASI 

SURVEI ELEKTRONIK DIRJEN  

BADILUM

JUMLAH 43 RESPONDEN

JEWS KELAMN LAKl-LAKI. 37 ORANG

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PEREWPUAN: 12 ORANG

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA PENDIDIKAN Tidffc/ Belum S**oiah . 0 ORQ Diploma 2 :0 ORG

NILAI INDEKS SD: 1 ORG Diploma 3 :0 ORG

V,aCCcccc BMP: 1 ORG S1 :22 ORG

4,UU / IUU,UU 70 SMU: 13 ORG S2: C ORG

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 Diploma 1 : D ORG S3:0 ORG

PEKERJAAN PNS: 14 ORG SWASTA' 6 ORG

TNI 0 ORG WIRAUSAHA. 4 ORG

POLRl: 2 ORG TENAGA KONTRAK: 5 ORG

LAINMYA: 18 ORG

M m  lets! Umum V sm  ' 5*" OlR* Domini! ftapgftjto! : Data Umur Responden Data Uyawi Miiai P'W '

Deskripsi Jumiah { Orang} % ( Persen)

18-28 Th 11 22.45

29-39  Th 17 34,69

40 - 43 Th 14 23.57

50 - 59 Th 7 14.29

60 - 63 Th 0 0.00

Total 49

♦
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